BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja derah ditetapkan dengan peraturan bupati.



Mengingat

10.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) ;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Re

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Angaran 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angaran 2019
Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
publik Indonesia Nomor 4614) ;

Angaran 2019
Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 1
Daerah Tahun Angaran 2019

4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 16.092.629.886,12
b. Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Rp. 587.933.503.843,00
Rp. 106.986.288.254,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan Rp. 711.012.421.983,12

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 162.456.346.549,00

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga Rp. 00,00
3) Belanja Subsidi Rp. 2.500.400.000,00
4) Belanja Hibah ' RP. 7.960.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.383.776.400,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 00,00 -
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 135.715.058.900,00
Rp. 3.839.919.550,00

8) Belanja Tidak Terduga :
Rp. 325.905.501.399,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 15.745.823.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa RP. 196.536.151.565,00
3) Belanja Modal Rp. 172.907.414.068.00

Jumiah Belanja

21.161.568.150,85
4.250.000.000,00

Surplus/Defisit
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan
Pasal 2

Rp. 385.189.388.633,00

Rp. 711.094.890.032,00
Rp. (82.468.048,88)

Rp. 16.911.568.150,85

Rp. 16.829.100.101,97

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Selatan ini

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Il Peraturan Bupati Buru

Selatan ini
Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Buru Selatan ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini



Pasal 6

peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
alam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Namrole

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d
pada tanggal 15 Desember 2020

Buru Selatan

"l«**})\/;' JA
\GOR SUDARSONO SOULISA
SRt

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS BURU SELATAN,

oy i

ISKANDAR WALLA, SE M.Si



